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Abstrak

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hak setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan  tersebut  diatur kembali secara jelas pada pasal 132 ayat (3) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dimana salah satu bentuk pelayanan kesehatan untuk anak adalah program imunisasi dasar, Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Tapi fakta yang ditemukan peneliti di lapangan, masih banyak anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahu implementasi peraturan tentang imunisasi dasar bagi anak di Kabupaten Bangkan. (2) Untuk mengetahui hambatan dari implementasi peraturan imunisasi dasar bagi anak di Kabupaten Bangkalan.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris atau sosiolegal, jenis data penelitian berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif.

Hasil pelitian yang ditemukan di lapangan, 1 Implementasi peraturan terkait imunisasi dasar anak pada anak di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan belum terlaksana secara baik. Peraturan tersebut belum bisa mengubah perilaku masyarakat yang tidak mengimunisasikan anaknya. berdasarkan ketiga indikator yang peneliti temukan di lokasi penelitian 1.Kepatuhan masyarakat untuk mengikut sertakan anaknya pada program imunisasi dasar, 2.Kelancaran rutinitas program imunisasi di Pos Pelayanan Terpadu masih belum berjalan rutin, dan mengharusnya program imunisasi dasar dilaksanakan pada fasilitas kesehatan lainnya, 3. Kepuasan dari orangtua yang memiliki anak, terhadap program wajib imunisasi masih belum tercapai., kedua hambatan dari implementasi aturan terkait imunisasi dasar di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yaitu:1.Kebiasaan dari orangtua di Kabupaten bangkalan untuk tidak mengimunisasikan anaknya.2.Ketidak tahuan orangtua tentang manfaat dari imunisasi dasar untuk anak. 3.Tidak mudah untuk mengubah perilaku, dari yang sebelumnya tidak pernah mengimunisasikan anaknya, lalu harus rutin mengimunisasikan sesuai jadual. 4. Tenaga Kesehatan yang menangani program imunisasi dasar untuk anak masih kurang untuk wilayah Kabupaten Bangkalan.5. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas di setiap desa/ kelurahan yang tidak maksimal.
Kata Kunci : Implementasi, Imunisasi Dasar untuk Anak, Wajib Imunisasi.
Abstract
Article 8 of Law Number 17 of 2016 concerning Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law, explains that every child has the right to receive health services and guarantees social according to physical, mental, spiritual, and social needs. The right of every child to obtain health services is clearly regulated in article 132 paragraph (3) of Law No. 36 of 2009 concerning Health in which one form of health services for children is a basic immunization program, Every child has the right to obtain basic immunization in accordance with applicable regulations to prevent the occurrence of diseases that can be avoided through immunization. But the facts found by researchers in the field, there are still many children who have not received basic immunization in accordance with statutory regulations.

The purpose of this study is (1) To find out the implementation of regulations concerning basic immunization for children in Bangkan Regency. (2) To find out the obstacles of implementing basic immunization regulations for children in Bangkalan Regency. 

The type of research used is empirical or sociolegal legal research, types of research data in the form of primary and secondary data, data collection techniques with interviews and documentation, data analysis used The researcher is a qualitative analysis.

The results of research found in the field, 1. Implementation of regulations related to basic immunization of children in Bangkalan District Bangkalan District carried out by the Bangkalan District Health Office has not been implemented properly. The regulation has not been able to change the behavior of people who do not immunize their children. based on the three indicators that researchers found at the study site 1. Compliance with the community to include their children in the basic immunization program, 2. The smoothness of the routine immunization program at the Integrated Service Post is not yet routine, and the basic immunization program should be implemented at other health facilities, 3. Satisfaction of parents who have children, towards the mandatory immunization program has not yet been achieved., the two obstacles from implementing regulations related to basic immunization in Bangkalan District, Bangkalan District, namely: 1. The habits of parents in Bangkalan Regency for not having the ability to drink children. 2. Parents do not know about the benefits of basic immunization for children. 3. It is not easy to change behavior, from those who have not previously immunized their children, then must routinely immunize according to the schedule. 4. Health Workers who handle basic immunization programs for children are still lacking in Bangkalan Regency area.5. Health service facilities such as puskesmas in each village / kelurahan are not optimal..
Keywords: Implementation, Basic Immunization for Children, Obligatory Immunization.
PENDAHULUAN 
Untuk mencapai tujuan nasional diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh yang terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan pelayanan kesehatan(Asyhadie, 2017)
Hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan diatur pada pasal 28 huruf h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin , bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Hak setiap orang mendapat pelayanan kesehatan yang baik tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Campur tangan pemerintah idealnya harus dilatar belakangi iktikad melindungi masyarakat luas dari bahaya, pengertian bahaya di sini terutama berkenaan dengan kesehatan dan jiwa.(Tri, 2017)
Pemerintah harus menyediakan tenaga kesehatanyang cukup dalam melakukan imunisasi, alat cukup sesuai standar teknis, dan dana yang cukup dalam pelaksanaan program imunisasi tersebut.(“Perlindungan Hak Anak Dalam Program Imunisasi Di Kabupaten Karanganyar (Kajian Kasus Penolakan Imunisasi Anak Di Kabupaten Karanganyar.,” 2017). Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan diatur pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Hak setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan  tersebut  diatur kembali secara jelas pada pasal 132 ayat (3) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dimana salah satu bentuk pelayanan kesehatan untuk anak adalah program imunisasi dasar.

“Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. “

Imunisasi merupakan salah satu kegiatan prioritas pemerintah dan merupakan aset yang sangat penting untuk mencapai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Nasional akibat Penyakit menular berbahaya yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3) setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH. Dimana target capaian yang ditetapkan pada Tahun 2019 adalah 93% anak usia 0-11 bulan di Indonesia mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Pada faktanya program imunisasi dasar lengkap untuk anak belum terlaksana sebagaimana yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan, Pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur beberapa penyakit menular berbahaya berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB), Penyakit tersebut menjangkit anak usia dibawah 5 tahun , seseorang bisa terkena penyakit menular dikarenakan imunisasi dasarnya tidak lengkap maupun yang tidak diberikan imunisasi dasar.(Gubernur Jawa Timur Nyatakan Jatim KLB Disfteri, 2018)
Kejadian Luar Biasa untuk beberapa penyakit menular, Imunisasi menjadi hal penting dalam mencegah menyebarnya virus tersebut dan harus diberikan kepada setiap anak agar anak memiliki kekebalan lebih terhadap suatu penyakit menular tersebut, kondisi anak terutama bayi pasti sangat rentan tertular suatu penyakit. Berikut tabel beberapa penyakit yang menjadi Kejadian Luar Biasa di Jawa Timur:
Tabel 1
Jumlah anak yang terjangkit penyakit AFP non polio di Provinsi Jawa Timur
	Tahun 
	Kasus/ Kejadian
	Meninggal pasca terjangkit

	2015
	169
	-

	2016
	251
	-

	2017
	325
	-


Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2017
Tabel 2
Jumlah anak yang terjangkit penyakit Difteri
	· Tahun
	· Kasus/ Kejadian
	· Meninggal pasca terjangkit

	· 2015
	· 263
	· 11

	· 2016
	· 345
	· 6

	· 2017
	· 489
	· 16


Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2017
Tabel 3
Jumlah anak yang terjangkit campak

	· Tahun
	· Kasus/ Kejadian
	· Meninggal pasca terjangkit

	· 2015
	· 2268
	· 1

	· 2016
	· 3765
	· 3

	· 2017
	· 4936
	· -


Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2017
Tabel.4

Jumlah anak yang terjangkit Hepatitis B

	Tahun
	Kasus/ Kejadian
	Meninggal pasca terjangkit

	2015
	33
	-

	2016
	432
	-

	2017
	1287
	-


Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2017
Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu perhatian dilihat dari jumlah bayi yang belum diimunisasi, total keseluruhan yang belum diimunisasi, 14.284 (13,3%) bayi di provinsi Jawa Timur belum mendapat imunisasi, melihat Peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2016 mewajibkan setiap orang tua harus sertakan bayinya dalam program imunisasi dasar lengkap, fakta yang didapat belum 100% orang tua mengikut sertakan anaknya dalam program imunisasi. Dari data provinsi yang didapat termuat jumlah setiap kabupaten/ kota dengan jumlah bayi belum diimunisasi dasar dan bayi yang telah memperoleh imunisasi dasar.
Tabel 5
Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Jawa Timur 2017

	No.
	Provinsi
	Jumlah bayi yang telah diimunisasi di Pulau Jawa (%)
	Jumlah bayi yang belum diimunisasi di Pulau Jawa (%)

	1.
	Jawa Timur
	549.112 (96,7%)
	19.327 (3,3%)

	2.
	Jawa Tengah
	514.770 (97,3%)
	14.284 (2,7%)

	3.
	Jawa Barat
	863.931 (99,2%)
	6.967 (2,7%)


Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2017

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu perhatian dilihat dari jumlah bayi yang belum diimunisasi, total keseluruhan yang belum diimunisasi, 14.284 (13,3%) bayi di provinsi Jawa Timur belum mendapat imunisasi, melihat Peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2016 mewajibkan setiap orang tua harus sertakan bayinya dalam program imunisasi dasar lengkap, fakta yang didapat belum 100% orang tua mengikut sertakan anaknya dalam program imunisasi. Dari data provinsi yang didapat termuat jumlah setiap kabupaten/ kota dengan jumlah bayi belum diimunisasi dasar dan bayi yang telah memperoleh imunisasi dasar.
Perlunya anak diimunisasi adalah upaya pencegahan agar anak tersebut memiliki ketahanan lebih terhadap penyakit menular yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin dari program imunisasi, dan program imunisasi telah dibuat dengan tujuan pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan terhindar dari penyakit berbahaya.. Akan tetapi masih didapati orang tua di Jawa Timur yang belum mengimunisasikan anaknya, berikut tabel cakupan imunisasi yang dilakukan di pulau jawa dan tabel cakupan imunisasi di provinsi Jawa Timur.
Tabel 6
Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Jawa Timur 2017

	no
	Kabupaten/kota
	Bayi yang belum diimunisasi (%)
	Bayi yang telah diimunisasi (%)

	1
	Kabupaten Bangkalan
	6.655 (31,1%)
	14.744 (68,9%)

	2
	Kabupaten pacitan
	1.232 (15,5%)
	6.718 (84,5%)

	3
	Kota Blitar
	235 (10,3 %)
	2.051 (89,7%)

	4
	Kabupaten Pamekasan
	1.290 (9,2%)
	12.738 (90,8%)


Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2017

Dari tabel tersebut, data keseluruhan bayi yang belum diimunisasi di provinsi Jawa Timur, kabupaten Bangkalan menjadi fokus dilihat dari jumlah bayi yang belum diimunisasi. Data 100%, hanya 14.744(68,9%) bayi yang telah diimunisasi, masih 6.655 (31,1%) bayi yang belum diimunisasi. 
Tabel 7
Jumlah kasus Difteri di Kabupaten Bangkalan tahun 2016

	No.
	Lokasi
	Jumlah kasus

	1.
	Kecamatan Bangkalan
	3 kasus

	2.
	Kecamatan Burneh
	3 kasus

	3.
	Kecamatan Sepulu
	1 kasus

	4.
	Kecamatan Galis
	1 kasus

	5.
	Kecamatan Sukolilo
	1 kasus

	6.
	Kecamatan Jaddih
	1 kasus


Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2016
Tabel 8
Jumlah kasus Campak di Kabupaten Bangkalan tahun 2016

	No.
	Lokasi
	Jumlah kasus

	1.
	Kecamatan Tragah
	42 kasus

	2.
	Kecamatan Bangkalan
	36 kasus

	3.
	Kecamatan Konang
	32 kasus

	4.
	Kecamatan Tanjung Bumi
	20 kasus

	5.
	Kecamatan Tanah Merah
	16 kasus

	6.
	Kecamatan Modung
	7 kasus

	7.
	Kecamatan Tongguh
	5 kasus


Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2016
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur  membuat aturan dengan tujuan berhasilnya Program Imunisasi. Tanggung Jawab imunisasi wajib tersebut tidak hanya diberikan kepada Pemerintah Daerah, anak tetapi orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mengimunisasikan anaknya sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan.

“Setiap orang tua harus mengikut sertakan anak-anaknya dalam program imunisasi dasar lengkap saat usia bayi, imunisasi lanjutan pada usia bawah 3 (tiga) tahun, pada saat usia sekolah dasar, dan pada saat wanita usia subur.”
Dari data awal tersebut maka penulis merumuskan rumusan masalah 1.Bagaimana implementasi peraturan tentang imunisasi dasar bagi anak di Kabupaten Bangkalan? 2.Apa hambatan terkait implementasi peraturan imunisasi dasar bagi anak di kabupaten Bangkalan?

Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui implementasi peraturan tentang imunisasi dasar  bagi anak di Kabupaten Bangkalan, 2. Untuk megetahui hambatan dari implementasi peraturan imunisasi dasar bagi anak di kabupaten Bangkalan.

METODE
Berdasarkan isu hukum yang diuraikan diatas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang melalui pendekatan sosiolegal yaitu penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.(Peter Mahmud Marzuki, 2014)
Lokasi Penelitian yang  dipilih peneliti:

1. Kantor dinas Kesehatan Kabupaten bangkalan yang beralamat di jalan pemuda kaffa no.9, pejagan, kecamatan Bangkalan, kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

2. Puskesmas Kecamatan Bangkalan, beralamat di Jalan Teuku Umar, I/58, Mlajah, kecamatan Bangkalan, kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kabupaten bangkalan sebagai penanggung jawab dan pengawas program imunisasi dasar lengkap untuk anak di Kabupaten Bangkalan apakah implementasi peraturan terkait imunisasi dasar untuk anak sudah berjalan dengan baik atau belum berdasarkan data yang didapat di wilayah Kabupaten Bangkalan, selanjutnya pemilihan lokasi di puskesmas Kecamatan Bangkalan dipilih karena data yang diperoleh menunjukkan tingginya penularan penyakit di Kecamatan bangkalan, bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari implementasi tersebut dan apa saja hambatan yang didapat. Berdasarkan data awal, apakah tingginya penularan penyakit sesuai dengan rendahnya jumlah orangtua yang mengimunisasikan anaknya di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

Dalam penulisan ini menggunakan data primer , dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat(Sugiyono, 2014) dan data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai macam literatur. Sebagai pelengkap data primer, diperlukan berbagai macam data-data seperti buku ilmiah, bahan pustaka dan sebagainya.(Marzuki, 1983) dengan tiga bahan hukum: bahan hukum primer, sekunder, tersier. 
Teknik pengumpulan data menggunakan  menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.(Mukti Fajar, 2004) 
Informan dalam penelitian ini guna menggumpulkan data melalui teknik wawancara:

1. Kepala Bagian Surveilans dan imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, sebagai penanggung jawab dalam pengawasan program imunisasi dasar lengkap.

2. Orangtua yang memiliki anak balita, baik yang sudah mengimunisasikan anaknya maupun belum.

Teknik analisis data yang digunakan Analisis data merupakan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan dan dikelola yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.(Emzir, 2011) Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara sempit namun mendalam. 
Dengan menggunakan analisis data yang bersifat Kualitatif  ini peneliti akan menganalisis data yang didapat berdasarkan hasil wawancara dari informan.Setelah data dan bahan penelitian hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah analisis data kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi terkait Imunisasi dasar bagi anak  di Kabupaten Bangkalan

Implementasi merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.(Sunggono, 1994) Program pemerintah terkait imunisasi dasar bagi anak di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan memiliki tujuan-tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Perencanaan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan imunisasi dasar untuk anak, tujuan dari perencanaan tersebut agar pelaksanaan dan hasil dari program tersebut sesuai dengan yang sebelumnya telah direncanakan. Apabila dalam penerapan program tersebut telah sesuai dengan perencanaannya maka program tersebut dikatakan berhasil, dan sebaliknya apabila tidak sesuai dari perencanaan program tersebut maka dapat dikatakan tidak berhasil atau gagal.

Meninjau sebuah keberhasilan dalam implementasi kebijakan dengan melihat tiga faktor yaitu: (Tangkilisan, 2003)
1. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka.

2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan
Suatu aturan dapat dikatakan efektif apabila implementasi dari aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat terlaksana dengan baik, mengimplementasikan aturan perlu adanya penerapan guna mewujudkan implementasi atau pelaksanaan dari aturan tersebut. Adapun beberapa tahapan implementasi yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu: (Wahab, 2003)
1. 
tahap pertama: menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan secara jelas, menentukan standar pelaksanaan, menentukan yang dibutuhkan saat pelaksanaan seperti biaya beserta waktu pelaksanaan, 

2.
tahap  kedua: pelaksaan suatu program yang sebelumnya telah direncanakan ,

3. tahap ketiga: melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin keberhasilan program. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan interaksi ditiap bagian dari tahap-tahap tersebut demi tercapainya keberhasilan suatu program.

Dalam implementasi aturan terkait imunisasi dasar pada anak di Kabupaten Bangkalan, tentunya ada pihak-pihak yang harus saling berinteraksi demi tercapainya keberhasilan program imunisasi tersebut Dinas Kesehatan selaku pemerintah yang bertanggung jawab dibawah Bupati, bertanggung jawab dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan program imunisasi tersebut, petugas kesehatan juga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan program imunisasi, dan orang tua yang harus mengimunisasikan anaknya agar program tersebut dapat dikatakan berhasil sesuai dengan direncanakan.
Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.(Tangkilisan, 2003) Suatu aturan dapat dikatakan efektif apabila implementasi dari aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat terlaksana dengan baik, mengimplementasikan aturan perlu adanya penerapan guna mewujudkan implementasi atau pelaksanaan dari aturan tersebut.
Tahap pertama implementasi: Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan secara jelas, menentukan standar pelaksanaan, menentukan yang dibutuhkan saat pelaksanaan seperti biaya beserta waktu pelaksanaan perencanaan jenis imunisasi dan waktu. Pemberian imunisasi dasar lengkap, dalam mengimplementasikan aturan terkait imunisasi dasar pada anak tentunya ada beberapa jenis imunisasi yang diberikan terhadap anak, sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

“(1) Imunisasi  dasar  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5  (2)  diberikan  pada  bayi  sebelum  berusia  1  (satu)  tahun. 

(2) Imunisasi  dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit:  

a. Hepatitis B; 

b. Poliomyelitis; 

c. Tuberkulosis;   

d. Difteri; 

e. Pertusis; 

f. Tetanus;  

g. Pneumonia  dan  Meningitis  yang  disebabkan  oleh  Hemophilus Influenza tipe b (Hib); dan 

h. Campak.”

Isi dari aturan tersebut, pemenuhan jenis-jenis imunisasi dasar lengkap dapat mencegah beberapa jenis penyakit, penyakit yang dapat dicegah melalui program imunisasi dasar lengkap cukup beragam dan pemberiannya melalui berbagai jenis vaksin yang diberikan ketika mengikuti program imunisasi dasar tersebut, untuk mendapatkan semua jenis vaksin tersebut tersebut tidak hanya diberikan dalam satu kali imunisasi, ada tahapan waktu yang dibutuhkan dan urutan pemberian vaksin-vaksin tersebut.

Waktu pemberian imunisasi dasar lengkap di usia balita 0-1 tahun dibagi menjadi beberapa kali imunisasi dan ditiap imunisasi hanya memberikan satu atau beberapa jenis vaksin, peneliti telah melakukan wawancara dengan kepala bagian seksi surveilans dan imunisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, yang mendapat jadwal pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-1 tahun di Kabupaten Bangkalan. Apa saja yang diberikan sebagai pemenuhan imunisasi dasar bayi usia 0-1 tahun sebagai berikut:

-Imunisasi Hepatitis B (1 kali)

-Imunisasi BCG (1 kali)

-Imunisasi Polio tetes/ OPV (4 kali)

-Imunisasi Polio suntik/ IPV (1 kali)

-Imunisasi DPT-HB-HIB (3 kali)

-Campak Rubela (MR) (1 kali)

Beberapa imunisasi yang diberikan lebih dari sekali bertujuan untuk memberikan kekebalan lebih terhadap penyakit tersebut, pengulangan pemberian imunisasi diperlukan untuk menambah jangka waktu kekebalan bayi untuk tahan terhadap penyakit yang diimunisasikan, adapun waktu pemberian imunisasi dasar lengkap sebagai berikut.
Tabel 9
Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar  Lengkap Untuk Bayi Usia 0-1 Tahun di Kabupaten Bangkalan

	Usia Pemberian
	Jenis Imunisasi

	0-24 Jam
	Hepatitis B

	1 Bulan
	BCG, Polio tetes 1

	2 Bulan
	DPT-HB-HIB 1, Polio tetes 2

	3 Bulan
	DPT-HB-HIB 1, Polio tetes 3

	4 Bulan
	DPT-HB-HIB 1, Polio tetes 4, Polio suntik

	9 Bulan
	MR


Sumber:Wawancara dengan Ibu Siska Damayanti Sari,S.KM., M.Kes. selaku kepala seksi bagian surveilans dan imunisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 6 November 2019
Tahap kedua implementasi: Pelaksanaan program, kebutuhan kogistik dan proses pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap. Kebutuhan logistik dalam program imunisasasi dasar lengkap diatur pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 

“(1) Logistik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan  Imunisasi Program meliputi: 

a.Vaksin; 

b.ADS; 

c.Safety Box; 

d.Peralatan Anafilaktik;  

e. Peralatan Cold Chain; 

f. Peralatan pendukung Cold Chain; dan

g.Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi.”

Proses pelaksaan program imunisasi dasar lengkap dilakukan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, klinik kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, bidan desa dan pelayanan fasilitas kesehatan darurat. Peneliti melakukan penelitian di puskesmas Kecamatan Bangkalan Kabupaten bangkalan dan mengamati proses pelaksanaan program imunisasi, proses yang dilakukan sebagai berikut:

· mendaftarkan atau mendata anak yang akan diimunisasikan, 

· kemudian dilakukan penimbangan berat badan dan pemeriksaan apakah cukup sehat untuk dilakukan imunisasi, 

· lalu diberikan vaksin yang disediakan dalam program imunisasi,

·  dan terakhir pemberian obat apabila setelah imunisasi terjadi gejala KIPI(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi).

Proses pertama mendata anak yang akan diimunisasi bertujuan untuk mengetahui waktu dan jenis imunisasi yang akan diberikan dan diperlukan saat itu atau menyesuaikan jadual imunisasi rutin sebagaimana prosedur waktu pemberian jenis vaksin tersebut. 

Proses berikutnya penimbangan berat badan dan pemeriksaan kesehatan kepada anak yang akan diimunisasi, penimbangan berat badan dilakukan untuk mengetahui berat badan anak dan perkembangan berat badan anak tersebut, apabila telah dilakukan penimbangan berat badan anak maka anak tersebut diperiksa kesehatannya apakah bisa untuk mendapat vaksin pada program imunisasi tersebut.
Proses selanjutnya pemberian vaksin pada program imunisasi dasar pada anak, vaksin diberikan dengan dua cara tergantung jenis imunisasi yang sedang didapatkan anak tersebut. Cara pertama dengan tetes dan cara kedua dengan suntikan atau injeksi, pemberian melalui tetesan hanya dilakukan sekali ketika mengikuti program imunisasi polio tetes yaitu imunisasi untuk polio yang pertama kali diberikan, selanjutnya untuk semua jenis imunisasi diberikan secara suntik atau injeksi.

Proses terakhir pemberian obat apabila setelah imunisasi terjadi gejala KIPI(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Apabila bayi tersebut telah diimunisasi maka diberikan jenis obat tertentu sesuai dengan jenis imunisasi yang diberikan, seperti sirup penurun panas yang diberikan setelah anak mendapatkan imunisasi polio karena hampir setiap anak yang baru diimunisasi polio anak mengalami demam, begitu juga jenis imunisasi yang lain.
Tahap ketiga implementasi: Pemantauan Program Imunisasi Dasar Lengkap sebagai bentuk pengawasan dan mengukur keberhasilan program, pemantauan program imunisasi dasar lengkap sebagaimana bunyi pasal 35 Peraturan Menteri Keseharan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

“(1) Pemerintah   Pusat,   Pemerintah   Daerah   provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi   penyelenggaraan   Imunisasi Program secara    berkala,    berkesinambungan,    dan    berjenjang. 

(2) Pemantauan  dan  evaluasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat      1     dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Imunisasi.

(3) Pemantauan  dan  evaluasi  sebagaimana  dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen:  

a.
pemantauan wilayah     setempat     (PWS)     untuk pemantauan dan analisis cakupan; 

b.
data quality self assessment (DQS) untuk mengukur kualitas data; 

c.
effective     vaccine     management(EVM)     untuk     mengukur   kualitas   pengelolaan   Vaksin dan   alat   logistik lainnya; 

d.
supervisi    suportif    untuk    memantau    kualitas    pelaksanaan program; 

e.
surveilens KIPI untuk memantau keamanan Vaksin; 

f.
recording  and  reporting(RR)  untuk  memantau  hasil  pelaksanaan Imunisasi; 

g.
stock  management  system  (SMS)  untuk  memantau  ketersediaan Vaksin dan logistik; 

h.Cold  Chain  equipment  management  (CCEM)  untuk  inventarisasi peralatan Cold Chain;

i.rapid  convinience  assessment  (RCA)  untuk  menilai  secara cepat kualitas pelayanan Imunisasi; 

j.
survei cakupan Imunisasi untuk   menilai   secara eksternal pelayanan Imunisasi; dan

k.
pemantauan respon imun untuk   menilai   respon   antibodi hasil pelayanan Imunisasi.”

Pemantauan yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten bangkalan sebagaimana wawancara peneliti dengan kepala bagian seksi surveilans dan imunisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan di jelaskan apabila dari Dinas Kesehatan melihat dari laporan dari data yang diterima disetiap tempat fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan yang kemudian disusun kembali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan yang nantinya data tersebut digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan program imunisasi dasar lengkap yang ada di Kabupaten Bangkalan, data tersebut juga digunakan untuk menganalisa setiap tindakan yang dibutuhkan yang bertujuan mensukseskan program imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Bangkalan. Berikut data rekap hasil imunisasi di puskesmas Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tahun 2018:
Tabel 10
Rekap Hasil Imunisasi DPT-HB-Hib Puskesmas Kecamatan Bangkalan Tahun 2018
	PUSKESMAS
	DESA/KELURAHAN
	Sasaran Batita
	DPT-HB-Hib

	
	
	L
	P
	Jumlah
	L
	P
	TOTAL
	%

	BANGKALAN
	Desa Kemayoran
	52
	53
	105
	11
	18
	29
	27,6

	BANGKALAN
	Desa Pangeranan
	80
	80
	160
	41
	44
	85
	53,1

	BANGKALAN
	Desa Kraton
	74
	75
	149
	6
	6
	12
	8,1

	BANGKALAN
	Desa Bancaran
	77
	78
	155
	0
	0
	0
	0,0

	BANGKALAN
	Desa Ujung piring
	12
	13
	25
	0
	0
	0
	0,0

	BANGKALAN
	Desa Pejagan
	143
	145
	288
	0
	0
	0
	0,0

	BANGKALAN
	Desa Demangan
	61
	62
	123
	2
	2
	4
	3,3

	BANGKALAN
	Desa Mlajah
	60
	60
	120
	7
	3
	10
	8,3

	BANGKALAN
	Desa Kramat
	22
	23
	45
	5
	5
	10
	22,2

	BANGKALAN
	Desa Sabiyan
	18
	19
	37
	5
	0
	5
	13,5

	BANGKALAN
	Desa Gebang
	22
	22
	44
	0
	0
	0
	0,0

	BANGKALAN
	Desa Sembilangan
	9
	9
	18
	7
	4
	11
	61,1

	BANGKALAN
	Desa Mertajasah
	10
	11
	21
	0
	1
	1
	4,8


Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2018
Tabel 11
Rekap Hasil Imunisasi DPT-HB-Hib Puskesmas Kecamatan Bangkalan Tahun 2018

	PUSKESMAS
	DESA/KELURAHAN
	Sasaran Batita
	Campak-  Rubella

	
	
	L
	P
	Jumlah
	L
	P
	TOTAL
	%

	BANGKALAN
	Desa Kemayoran
	52
	53
	105
	11
	15
	26
	24,8

	BANGKALAN
	Desa Pangeranan
	80
	80
	160
	44
	46
	90
	56,3

	BANGKALAN
	Desa Kraton
	74
	75
	149
	5
	5
	10
	6,7

	BANGKALAN
	Desa Bancaran
	77
	78
	155
	0
	0
	0
	0,0

	BANGKALAN
	Desa Ujung piring
	12
	13
	25
	0
	1
	1
	4,0

	BANGKALAN
	Desa Pejagan
	143
	145
	288
	0
	0
	0
	0,0

	BANGKALAN
	Desa Demangan
	61
	62
	123
	1
	3
	4
	3,3

	BANGKALAN
	Desa Mlajah
	60
	60
	120
	4
	6
	10
	8,3

	BANGKALAN
	Desa Kramat
	22
	23
	45
	3
	4
	7
	15,6

	BANGKALAN
	Desa Sabiyan
	18
	19
	37
	0
	0
	0
	0

	BANGKALAN
	Desa Gebang
	22
	22
	44
	7
	4
	11
	25,0

	BANGKALAN
	Desa Sembilangan
	9
	9
	18
	6
	0
	6
	33,0

	BANGKALAN
	Desa Mertajasah
	10
	11
	21
	0
	0
	0
	0


Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan tahun 2018

Dari data tersebut didapatkan hasil, di setiap desa di Kecamatan Bangkalan dari total keseluruhan bayi laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangkalan jumlah tertinggi ada pada desa Pangesangan dengan total 53,1%, minimnya jumlah anak yang telah diimunisasi juga menjadi permasalahan yang sedang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan beserta petugas kesehatan di Kabupaten Bangkalan, kepala seksi bagian imunisasi dan surveilans mengupayakan kedepannya agar dapat lebih baik lagi dalam keberhasilan program imunisasi tersebut, upaya menganalisis kembali hasil dan segera mencari solusi dari permasalahan terkait imunisasi dasar di Kabupaten Bangkalan. Penulis melakukan wawancara kepada tiga orangtua yang memiliki anak balita untuk mengetahui keberhasilan penerapan aturan terkait imunisasi dasar di Kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan, pertanyaan seputar aturan, hasil dan tanggapan dari informan tersebut. Berikut data informan, pertanyaan dan jawaban:
1. Ibu Aida berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bangkalan, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan lebak pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, beliau datang ke puskesmas Kecamatan Bangkalan untuk mengikut sertakan anaknya pada program imunisasi dasar. Beliau menjelaskan telah beberapa kali mengikut sertakan anaknya dalam program imunisasi dasar dan sosialisasi terkait imunisasi, untuk aturan wajib imunisasi ibu Aida tidak mengetahui secara pasti, hanya menjawab tau kalau imunisasi untuk anak itu wajib. Ibu Aida menjelaskan alasan orangtua yang memiliki anak di Kecamatan Bangkalan masih banyak yang tidak mengimunisasikan anaknya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kepedulian dari orang tua terhadap imunisasi dasar bagi anak tersebut karena kebiasaan dari lingkungannya.
2. Bapak Salihanto berprofesi sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di jalan arum dalu Kabupaten Bangkalan, beliau datang ke puskesmas Kecamatan Bangkalan untuk mengikut sertakan anaknya pada program imunisasi dasar. Bapak salihatno menjelaskan apabila beliau selalu rutin mengimunisasikan anaknya sesuai jadual yang telah ditentukan untuk setiap jenis-jenis imunisasi yang akan diberikan, beliau juga pernah mengikuti beberapa kali sosialisasi terhadap imunisasi dasar yang membuatnya sadar terhadap aturan wajib imunisasi serta pentingnya anak diimunisasi. Menurut bapak Salihanto, banyaknya masyarakat yang belum mengimunisasikan anaknya di Kecamatan Bangkalan dikarenakan Kurangnya Pengetahuan terkait imunisasi tersebut, selain itu untuk mengimunisasikan anaknya harus ke puskesmas yang jaraknya cukup jauh dikarenakan posyandu di desa-desa banyak yang tidak beroperasi .

3. Ibu Firdausi Nuzula berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yang bertempat tinggal di perumahan Puri Andra Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan. Kedatangan Ibu Firdausi ke puskesmas Kecamatan Bangkalan hanya menghadiri sosialisasi tentang imunisasi. Ibu Firdausi adalah salah satu pengunjung puskesmas yang belum pernah mengimunisasikan anaknya, beliau datang pada program sosialisasi tentang imunisasi dasar untuk anak yang diadakan di puskesmas Kecamatan Bangkalan sebagai pemenuhan syarat agar bisa mendapat bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Alasan beliau tidak mengimunisasikan anaknya dikarenakan anak dalam kondisi sehat, tidak seharusnya diberikan obat yang malah bisa membuat sakit, Ibu firdausi tidak mengetahui aturan wajib imunisasi dasar untuk anak. Menurut beliau sudah dari dulu masyarakat di Kecamatan Bangkalan tetap sehat walaupun tidak mendapatkan imunisasi selain itu akses dari rumahnya ke tempat fasilitas kesehatan dirasa jauh, seharusnya bisa dilaksanakan di posyandu desa.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas maka peneliti mendapatkan hasil apabila sebagian masyarakat di Kecamatan Bangkalan tahu tentang adanya peraturan wajib imunisasi dasar untuk anak di Kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan, isi dari Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan.

“Setiap orang tua harus mengikut sertakan anak-anaknya dalam program imunisasi dasar lengkap saat usia bayi, imunisasi lanjutan pada usia bawah 3 (tiga) tahun, pada saat usia sekolah dasar, dan pada saat wanita usia subur.”

Aturan tersebut belum bisa merubah perilaku dari masyarakat Kecamatan Bakalan Kabupaten Bangkalan yang sebagaimana dikatakan oleh informan, apabila perilaku masyarakat di Kecamatan Bangkalan sudah terbiasa tidak mengikut sertakan anaknya dalam program imunisasi dasar lengkap untuk anak. Peneliti beranggapan aturan wajib imunisasi tersebut perlu didukung dengan peraturan daerah Kabupaten Bangkalan untuk pemenuhan protokol kesehatan dan lebih menyesuaikan dengan Kondisi di wilayah Kecamatan bangkalan, perlunya meninjau ulang peraturan dan menyesuaikan terhadap kondisi dari wilayah Kabupaten Bangkalan. Peran dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan beserta Dinas Kesehatan untuk membuat aturan baru untuk mengatur tentang wajib imunisasi di sesuaikan dengan kondisi wilayah kabupaten Bangkalan. Meninjau dari keberhasilan implementasi peraturan maka perlu melihat 1.  Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka. Orangtua di Kecamatan Bangkalan memiliki perilaku yang tidak patuh terhadap peraturan terkait imunisasi dasar, hasil data penelitian menunjukkan ketidak patuhan orangtua untuk mengimunisasikan anaknya berdasarkan data peneltian yang didapatkan peneliti dari Dinas Kesehatan kabupaten Bangkalan, didukung hasil wawancara dengan orangtua di wilayah Puskesmas Kecamatan Bangkalan.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan. Kelancaran rutinitas kegiatan imunisasi di wilayah Kecamatan Bangkalan belum tercapai. Informan di wilayah puskesmas Kecamatan Bangkalan menjelaskan untuk beberapa fasilitas pelayanan kesehatan seperti posyandu  tidak berjalan secara rutin dan imunisasi harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang lebih jauh seperti puskesmas.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. Kelompok penerima manfaat dalam hal ini adalah para Orangtua yang memiliki anak bayi, merasa perlu ada petugas kesehatan yang beroperasi secara rutin di posyandu desa/kelurahan dikarenakan jarak dan jenis imunisasi yang diberikan sudah bisa dilakukan di posyandu tersebut apabila pengoprasiannya rutin dilakukan.

Kesehatan berdasar temuan di lokasi penelitian Pengertian kesehatan sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Pengertian kesehatan dari isi pasal tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi seseorang yang tidak sedang mengalami sakit atau sedang terserang penyakit, tetapi juga mencakup kondisi keseluruhan baik dari fisik, mental dan spiritual pada individu tersebut. Tujuan dari pencapaian kesehatan pada individu tersebut, maka dapat hidup produktif dalam melakukan kegiatannya sehingga meningkatkan kesejahteraan dari segi ekonominya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dalam hal ini sebagai pihak dari pemerintah yang bertanggung jawab mengatur kegiatan dibidang kesehatan di wilayah Kabupaten Bangkalan, kaitannya dengan program imunisasi dasar lengkap untuk anak adalah sebagai pemenuhan dari hak anak untuk hidup dan tumbuh secara sehat. Pengertian upaya kesehatan sebagaimana dengan ketentuan umum pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk melihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”

Salah satu bentuk upaya kesehatan adalah imunisasi dasar lengkap untuk anak, sebagaimana tanggung jawab dari dinas kesehatan kabupaten Bangkalan maka dinas kesehatan berkewajiban untuk membuat program imunisasi dasar lengkap untuk anak di wilayah kabupaten Bangkalan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan tujuannya untuk memelihara dan mengingkatkan kesehatan dari setiap individu tersebut. Untuk hasil temuan di lokasi penelitian Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, program imunisasi dasar lengkap untuk anak sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, di puskesmas kecamatan bangkalan rutin diadakan program imunisasi dasar untuk anak dan pencatatan data juga sudah dilakukan untuk evaluasi dari hasil di lokasi puskesmas kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan, program imunisasi diadakan secara rutin dan jenis vaksin yang diberikan sesuai dengan jadual imunisasi yang harus didapatkan anak tersebut.

Kesehatan masyarakat berdasar temuan di lokasi penelitian Kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori dan praktik yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.(Notoatmodjo,2011) Tujuan tersebut berkaitan dan mempunyai pengertian yang luas, menurut Soekidjo Notoatmodjo untuk mencapat tujuan tersebut cara paling efektif adalah melalui upaya-upaya pengorganisasian masyarakat dalam hal ini adalah bagaimana agar orangtua yang memiliki anak balita bersedia mengikuti aturan dan program yang telah dirancang dan berjalan dalam pengawasan dinas kesehatan Kabupaten Bangkalan. 

Pengorganisasian masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kesehatan masyarakat adalah menghimpun potensi masyarakat atau sumber daya yang ada di masyarakat itu sendiri untuk upaya-upaya, yaitu:  (Notoatmodjo,2011)
a. Promotif / Kegiatan memeliharan dan meningkatkan kesehatan
b. Preventif/ Pencegahan terhadap penyakit

c. Kuratif / Pengobatan terhadap suatu penyakit

d. Rehabilitatif/ Pengembalian Kondisi pasca pengobatan

Imunisasi diselenggarakan di sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah disediakan dan dibagi menjadi beberapa kategori, Soekidjo menjelaskan tiga klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan primer yang dari keseluruhan bisa melayani pemberian imunisasi dasar lengkap untuk anak, sarana pelayanan kesehatan  primer , sarana pelayanan kesehatan tingkat dua, sarana pelayanan kesehatan tingkat tiga.

a. Sarana Pelayanan Kesehatan Primer, Puskesmas Utama, Puskesmas pembantu, Poliklinik, dokter praktik swasta, dan posyandu adalah yang paling pertama menyentuh masalah kesehatan di masyarakat. Orangtua yang memiliki anak balita bisa mendapatkan imunisasi dasar untuk anak di fasilitas tersebut, fakta yang didapat di Kabupaten Bangkalan adalah lokasi dari fasilitas pelayanan kesehatan hanya Puskesmas utama di setiap kecamatan yang melayani imunisasi dasar untuk anak secara gratis, sedangkan posyandu di setiap desa/ dusun di Kabupaten Bangkalan yang lokasi fasilitas kesehatan lebih dekat dengan masyarakat tidak ada yang berjalan. Sebagaimana pasal 1 angka 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU.

“Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan.”
b. Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Dua, adalah sarana atau pelayanan kesehatan primer yang menangani kasus-kasus yang tidak atau belum bisa ditangani oleh sarana kesehatan primer, contoh sarana pelayanan kesehatan tingkat dua adalah Rumah Sakit tipe D, dan C, Rumah Bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, untuk program imunisasi dasar lengkap untuk anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dua dan tingkat tiga tetap bisa dilaksanakan.

c. Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Tiga, adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan bagi kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh sarana-sarana pelayanan kesehatan primer maupun tingkat dua. Sarana kesehatan tingkat tigas adalah Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit tipe B dan A.
B. Hambatan Terhadap Implementasi terkait Imunisasi dasar bagi Anak di Kabupaten Bangkalan

Pihak-pihak dalam implementasi terkait imunisasi dasar bagi anak di Kabupaten Bangkalan ini antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan selaku pembuat, dan pengawas program imunisasi dasar dan orang tua dari anak sebagai penanggung jawab atas hak anak memperoleh imunisasi dasar lengkap. 
Menurut (darwin:1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang dapat menghambat implementasi kebijakan publik, yaitu :

1.Sifat kepentingan yang dipengaruhi

Dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat

2.Kejelasan manfaat

Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah-mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam proses implementasi-sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

3.Perubahan perilaku yang dibutuhkan

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.

4.Aparat pelaksana

Dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut.

5.Dukungan sumber daya

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya.

Dalam hal implementasi terkait imunisasi dasar bagi anak, tentunya ada hambatan-hambatan yang didapat, antara lain :

1. Sifat kepentingan yang dipengaruhi
Sebagian masyarakat yang sudah terbiasa tidak diimunisasi, enggan untuk mengikut sertakan anaknya dalam program imunisasi dasar untuk anak.
2.Kejelasan manfaat

Dalam hal program imunisasi dasar lengkap, masyarakat harus mendapatkan sosialisasi mengenai manfaat dari imunisasi tersebut untuk anak. Faktanya program sosialisasi imunisasi dasar tersebut tidak sejalan dengan perilaku sebagian masyarakat di Kabupaten Bangkalan yang cenderung sudah terbiasa tidak mengimunisasikan anaknya.

3.Perubahan perilaku yang dibutuhkan

Membutuhkan perubahan perilaku dari masyarakat sebagai penerima manfaat program imunisasi, mengubah perilaku sebelumnya yang biasa tidak mengimunisasikan anaknya untuk mengikuti peraturan wajib imunisasi untuk anak.

4.Aparat pelaksana

Dirasa kurangnya tenaga kesehatan untuk menjalankan program imunisasi dasar lengkap untuk anak di tiap fasilitas kesehatan hingga tingkat dasar, halam hal ini hingga ke tingkat desa/keluarahan yang tidak dapat memaksimalkan fungsi dari posyandu.
5.Dukungan sumber daya

Perlunya dukungan sumber daya di fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan sasaran program, banyaknya fasilitas kesehatan seperti posyandu yang tidak beroperasi membuat orangtua yang memiliki anak enggan mengimunisasikan anaknya dikarenakan jarak ke fasilitas kesehatan dirasa jauh.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan rumusan masalah maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi peraturan terkait imunisasi dasar anak pada anak di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan belum terlaksana secara baik. Peraturan tersebut belum bisa mengubah perilaku masyarakat yang tidak mengimunisasikan anaknya. berdasarkan ketiga indikator yang peneliti temukan di lokasi penelitian 1.Kepatuhan masyarakat untuk mengikut sertakan anaknya pada program imunisasi dasar, 2.Kelancaran rutinitas program imunisasi di Pos Pelayanan Terpadu masih belum berjalan rutin, dan mengharusnya program imunisasi dasar dilaksanakan pada fasilitas kesehatan lainnya, 3. Kepuasan dari orangtua yang memiliki anak, terhadap program wajib imunisasi masih belum tercapai.
2. Beberapa hambatan dari implementasi aturan terkait imunisasi dasar di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yaitu:

1.Kebiasaan dari orangtua di Kabupaten bangkalan untuk tidak mengimunisasikan anaknya.
2.Ketidak tahuan orangtua tentang manfaat dari imunisasi dasar untuk anak.

3.Tidak mudah untuk mengubah perilaku, dari yang sebelumnya tidak pernah mengimunisasikan anaknya, lalu harus rutin mengimunisasikan sesuai jadual.
4. Tenaga Kesehatan yang menangani program imunisasi dasar untuk anak masih kurang untuk wilayah Kabupaten Bangkalan.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas di setiap desa/ kelurahan yang tidak maksimal.
Saran
1. Bagi Pihak Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan beserta Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan perlu meninjau ulang masalah peraturan imunisasi dasar bagi anak di Kabupaten bangkan dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang diterapkan di Kabupaten yang mengatur terkait imunisasi dasar untuk anak di Kabupaten bangkalan, yang bertujuan menyesuaikan kondisi dari wilayah Kabupaten Bangkalan .

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, seharusnya menambah jumlah petugas kesehatan yang menangani imunisasi dasar untuk anak, dan memanfaatkan fungsi dari pos pelayanan terpadu dengan maksimal, dikarenakan lokasi yang lebih dekat dengan sasaran program imunisasi dasar untuk anak.
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